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1.1. LATAR BELAKANG 
 
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2019 tentang                       

Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 122 Tahun 

2018  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, unit kerja 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai lembaga penunjang penggerak 

pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa 

transportasi di bidang perkeretaapian. Pembangunan bidang transportasi 

perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, 

mengingat kegiatan di bidang transportasi ini berperan penting dalam kegiatan 

baik angkutan penumpang maupun distribusi barang dan jasa. 

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 

dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 di dalamnya 

memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2020. 

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) maka setiap 

jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan mengacu 

pada target Indikator Kinerja Utama yang berbabis outcome / output penting. 

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian 

Indikator Kinerja Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020 dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, 

dan waktu pelaksanaan kegiatan. 
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020  ini dimaksudkan untuk menetapkan 

target pencapaian terhadap sasaran pembangunan perkeretaapian yang pada 

akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja                             

Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian                 

Tahun 2020, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan 

indikator - indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan 

evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan maupun realisasi dari                   

kegiatan - kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya.     

 

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan 

pelaksanaan tugas instansi pemerintah. 

 
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat 

unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya 

dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. 

 
Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang 

terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi 

kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan 

prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi 

prasarana perkeretaapian; 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang 

terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi 
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kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan 

prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi 

prasarana perkeretaapian; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang 

prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, 

stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana 

perkeretaapian serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana 

perkeretaapian; 

d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, 

stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana 

perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana 

perkeretaapian; 

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang 

terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan 

fasilitas operasi kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta 

pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan 

f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, 

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga 

Direktorat. 

 Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian 

mempunyai  kewenangan antara lain : 

a. Rehabilitasi / perawatan prasarana perkeretaapian; 

b. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta 

api; 

c. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kualitas prasarana 

perkeretaapian; 

d. Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian; 

e. Standarisasi material, sistem, desain di bidang prasarana perkeretaapian. 
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1.4. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari : 

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I 

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta 

api serta stasiun kereta api wilayah I.  

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang 

meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang 

meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, 

pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin 

pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan 

stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, 

pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa 

konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di 

wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Maluku dan Papua; dan 
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e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I 

yangmeliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan 

Papua. 

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II 

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan 

bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II. 

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan                

fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang 

meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;  

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang 

meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, 

pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin 

pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan 

stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan 

Kalimantan; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, 

pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin 

pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan 
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stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan 

Kalimantan; dan 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan 

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang 

meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. 

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api 

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api. 

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi : 

 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan 

pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, 

perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi 

fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan,telekomunikasi, 

pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan 

pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, 

perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi 

fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, 

pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan 

konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, 

telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi 

kereta api; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, 

pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan 

konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, 
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telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi 

kereta api; dan 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan 

pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, 

perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi 

fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, 

pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api. 

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta  Api 

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur 

dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api. 

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta 

pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta 

pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api; 

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, 

pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang 

kelaikan jalur dan bangunan kereta api; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, 

pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang 

kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan 
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e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta 

pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan 

bangunan kereta api. 

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api 

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas 

operasi kereta api. 

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas 

operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan 

penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; 

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, 

serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas 

operasi kereta api; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta 

pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi 

kereta api; dan 

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas 

operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan 

penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api. 

6. Subbagian   Tata   Usaha    

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 

keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan rumah tangga Direktorat. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 
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2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL 
PERKERETAAPIAN 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya 

merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus 

terlaksana dalam kurun waktu (5) lima tahun ke depan. Tabel berikut 

merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian. Berikut merupakan tabel dari 

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi. 

NO 
TUJUAN DAN 

SASARAN 

ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

I Tujuan 1: Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan moda transportasi 

dengan jaringan kereta api 

 Meningkatnya 

konektivitas 

jaringan 

perkeretaapian 

nasional. 

Peningkatan 

konektivitas 

jaringan 

perkeretaapian 

nasional. 

a. Pembangunan jalur kereta api baru 

b. Reaktivasi jalur kereta api non-operasi  

c. Peningkatan kapasitas jalur kereta api 

eksisting (double track, elektrifikasi, 

penggantian rel dan bantalan, dsb) 

d. Pembangunan akses kereta api ke 

beberapa pelabuhan dan bandara 

e. Pelaksanaan studi kelayakan dan 

detail desain pembangunan jalur 

kereta api akses ke bandara dan 

pelabuhan 

f. Peningkatan pelaksanaan bimbingan 

dan koordinasi teknis dalam rangka 

pengembangan  jaringan pelayanan 

angkutan penumpang 

 

 

BAB II 
PERENCANAAN STRATEGIS 

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 
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NO 
TUJUAN DAN 

SASARAN 

ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

II Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api. 

 Meningkatnya 

keselamatan 

dan keamanan 

transportasi 

perkeretaapian. 

Peningkatan 

keselamatan 

dan keamanan 

transportasi 

perkeretaapian 

a. Peningkatan sertifikasi sarana 

perkeretaapian 

b. Peningkatan sertifikasi prasarana 

perkeretaapian 

c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan 

fasilitas keselamatan dan pengujian 

d. Peningkatan panjang jalur kereta api 

yang terpasang sistem pengendali 

keselamatan 

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan 

IMO 

f. Pengurangan backlog pemeliharaan 

prasarana melalui peningkatan / 

rehabilitasi jalur kereta api, 

peningkatan / rehabilitasi jembatan, 

peningkatan persinyalan dan 

telekomunikasi, serta perlistrikan dan 

bangunan operasional 

g. Pengurangan backlog pemeliharaan 

sarana kereta api melalui 

pemeliharaan, pembaruan dan 

modifikasi sarana 

h. Peningkatan kinerja penyelenggaraan 

angkutan lebaran , natal, dan tahun 

baru 

i. Penyusunan pedoman identifikasi 

daerah rawan kecelakaan dan rawan 

bencana 

j. Penyusunan prosedur tindak lanjut 

akibat kecelakaan 
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NO 
TUJUAN DAN 

SASARAN 

ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

k. Pelaksanaan kajian identifikasi rawan 

kecelakaan kereta api 

III Tujuan 2: Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api 

 Meningkatnya 

moda kereta 

api yang 

mendukung 

penghematan 

energi. 

Peningkatan 

jumlah moda 

kereta api yang 

menggunakan 

energi rendah 

emisi melalui 

kereta api yang 

telah 

menggunakan 

energi listrik 

a. Meningkatkan implementasi 

penggunaan teknologi ramah 

lingkungan berbasis rel 

b. Pengembangan jaringan dan layanan 

kereta api perkotaan 

c. Pengembangan jaringan kereta api 

cepat dan peningkatan kecepatan 

d. Pembaruan teknologi perkeretaapian 

e. Penyusunan NSPK teknologi kereta 

api terbaru 

 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN 
 

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan dan 

sasaran sebagai berikut : 

NO PERSPECTIVE TUJUAN NO SASARAN KEGIATAN 

1 STAKEHOLDER 

PERSPECTIVE 

Peningkatan prasarana 

yang handal, aman untuk 

pelayanan transportasi 

kereta api 

1 Meningkatnya 

KEHANDALAN Prasarana 

Perkeretaapian 

2 CUSTOMERS 

PERSPECTIVE 

Peningkatan kapasitas 

pelayanan transportasi 

kereta api 

2 Meningkatnya 

KAPASITAS Sarana dan 

Prasarana Transportasi 

Kereta Api 

3 INTERNAL 

PERSPECTIVE 

Peningkatan kualitas 

regulasi dalam 

mendukung 

penyelenggaraan 

perkeretaapian nasional 

3 Terlaksananya 

PERUMUSAN REGULASI 

DAN KEBIJAKAN dalam 

Penyelenggaraan 

Prasarana Perkeretaapian 

 



Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020                                                      II - 4 

 

NO PERSPECTIVE TUJUAN NO SASARAN KEGIATAN 

4 LEARN & 

GROWTH 

PERSPECTIVE 

Peningkatan pemenuhan 

standar keselamatan, 

keamanan, dan kinerja 

pengendalian transportasi 

kereta api 

4 Meningkatnya Kinerja 

PENGENDALIAN dan 

PENGAWASAN 

Prasarana Perkeretaapian 

Peningkatan kemajuan 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan transformasi 

kelembagaan 

perkeretaapian  

5 Terwujudnya GOOD 

GOVERNANCE dan 

CLEAN GOVERNMENT di 

lingkungan Direktorat 

Prasarana Perkeretaapian 
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3.1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA  
 

Program Utama per sasaran yang akan dilaksanakan di Direktorat Prasarana 

Perkeretaapian yang disusun berdasarkan Cascading Indikator kinerja yang 

ada saat ini mulai dari Unit Kerja Eselon I s.d Unit Kerja Eselon III Mandiri dan 

telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

Nomor: PR.006/63/K1/DJKA/19 tanggal 20 Desember 2019 perihal Tindak 

Lanjut Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Ttahun 2019 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 

Draft Rancangan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 

Tahun 2020 - 2024 dan sebagai berikut : 

PERSPECTIVE SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

STAKEHOLDER 
PERSPECTIVE 

Meningkatnya 
KEHANDALAN 
Prasarana 
Perkeretaapian 

Jumlah Perawatan Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara 

Persentase Pengoperasian Jalur 
KA yang sesuai dengan TQI 

CUSTOMERS 
PERSPECTIVE 

Meningkatnya 
KAPASITAS 
Prasarana transportasi 
kereta api 

Jumlah PKN / PKW / Simpul 
Transportasi yang Terhubung 
Jalur Kereta Api 

INTERNAL 
PERSPECTIVE 

Terlaksananya 
PERUMUSAN 
REGULASI DAN 
KEBIJAKAN dalam 
Penyelenggaraan 
Prasarana 
perkeretaapian 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
di Bidang Prasarana 
Perkeretaapian 

LEARN & 
GROWTH 
PERSPECTIVE 

Meningkatnya Kinerja 
PENGENDALIAN dan  
PENGAWASAN 
Prasarana 
Perkeretaapian 
 

Jumlah Sertifikasi Kelaikan 
Prasarana Perkeretaapian 
Persentase Penetapan / 
Persetujun / Perijinan di Bidang 
Prasarana Perkeretaapian yang 
Tepat Waktu 

BAB III 
RENCANA KINERJA 

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN  
TAHUN 2020 
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PERSPECTIVE SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

LEARN & 
GROWTH 
PERSPECTIVE 

Terwujudnya GOOD 
GOVERNANCE dan 
CLEAN 
GOVERNMENT di 
Lingkungan Direktorat 
Prasarana 
Perkeretaapian 

Persentase Penyerapan Aggaran  

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Bidang Prasarana 
Perkeretaapian 

 

 

3.2. RENCANA KINERJA PROGRAM / UTAMA 
 

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Bidang Prasarana 

Perkeretaapian Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Perjanjian Rencana 

Kinerja adalah sebagai berikut : 

3.2.1. Sasaran Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian dengan 
Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 
Jumlah Perawatan Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara Km 141,168 

Persentase Pengoperasian Jalur KA yang 
sesuai dengan TQI % 82,84 

 
3.2.2. Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api 

dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 
Jumlah PKN / PKW / Simpul Transportasi 
yang Terhubung Jalur Kereta Api Lokasi 7 

• Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare Segmen 3 (Marros-
Pangkep) 

PKN = Marros 
PKW = Pangkajene, Barru 
• Pembangunan jalur KA antara Rantau Prapat – Kota Pinang (segmen 

Rantau Prapat – Pondok S2) 
PKW = Rantau Prapat 
• Pembangunan jalur KA Bandara Raden Inten II 
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 
• Pembangunan KA Bandara NYIA Kulonprogo sepanjang 6 Km'sp 
• Pembangunan Jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Mas 
Simpul = Pembangunan jalur KA menuju Bandara Raden Inten II, 
Bandara NYIA Kulonprogo dan Pelabuhan Tanjung Mas  

   
3.2.3. Sasaran Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN 

dalam Penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian dengan Output 
Indikator Kinerja Kegiatan adalah  

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang 
Prasarana Perkeretaapian Dokumen 38 

 
3.2.4. Sasaran Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN 

Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan 
adalah 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana 
Perkeretaapian Sertifikat 150 

Persentase Penetapan / Persetujuan / 
Perijinan di Bidang Prasarana 
Perkeretaapian yang Tepat Waktu 

% 100 

 
3.2.5. Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT 

di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Output 
Indikator Kinerja Kegiatan adalah 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 
TARGET 
CAPAIAN            

TAHUN 2020 

Persentase Penyerapan Anggaran (%) % 97,50 

Perolehan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Rupiah 1.678.728.000 
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3.2.7. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 
Rencana Kerja Anggaran per Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 
pada Tahun 2020 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

NO SASARAN PAGU ANGGARAN 
(Rp.) 

1. Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana 
Perkeretaapian 

1.580.995.883.000            

2. Meningkatnya KAPASITAS Prasarana 
Transportasi Kereta Api 3.140.264.036.000 

3. 
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan 
KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan 
Prasarana perkeretaapian 

210.002.332.000                 

4. Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan 
PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian 

2.401.330.000     

5. 
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan 
CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan 
Direktorat Prasarana Perkeretaapian 

36.297.150.000 

JUMLAH 4.969.960.731.000 

 

Sedangkan anggaran per masing-masing jenis belanja Tahun 2020 pada 

Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut : 

NO JENIS BELANJA PAGU ANGGARAN  
(Rp) 

1. Belanja Pegawai   3.258.599.343.000 
2. Belanja Barang   1.711.361.388.000 
3. Belanja Modal   0 

JUMLAH   4.969.960.731.000 
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Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 terdiri dari   

5 (Lima) Sasaran Kegiatan dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kegiatan, 

meliputi: 

 

Sasaran  1. Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian, dengan 

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 

dengan target 141,168 Km 

b. Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI 

dengan target 82,84 % 

Sasaran  2. Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api, 

dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut : 

Jumlah PKN / PKW / Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur 

Kereta Api 7 Lokasi 

Sasaran  3. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN 

dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja 

Kegiatan sebagai berikut : 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Prasarana 

Perkeretaapian dengan target 38 Dokumen 

Sasaran  4. Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN 

Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan 

target 150 Sertifikat 

2. Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan di Bidang 

Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu dengan target 

100 % 

 

BAB IV 
PENUTUP 
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Sasaran  5. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN 

GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana 

Perkeretaapian Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Persentase Penyerapan Anggaran dengan target 97,50% 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana 

Perkeretaapian dengan target Rp. 1.678.728.000,- 

 

Dengan program utama di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan 

tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam Tugas 

Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 

yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan 

Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 

  

--------------------------  Selamat Bekerja   ---------------------- 
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